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KABUPATEN SUKOHARJO]

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il SUKOHARJO
NOMOR : 16 TAHUN 1991 SERI D No. 8

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 7 Tahun 1991
TENTANG

PENETAPAN SISA PERITITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 1990/1991

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I SUKOHARJO

Menimbang . bahwa Sisa Perhitungan Anggarz}q Pcndap‘atan (Iz-m
Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Sukoharjo

‘Iahun Anggaran 1990/1991 tertanggal, 30 Maret 1991
yang dibuat olch Kepala Dacrah, perlu ditetapkan de-

ngan Peraturan Daerabh.

Mengingat . 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok pemerintahan di Dacrah (LN Tahun

1974 Nomor 38, TLN Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah-dacrah Kabupaten dalam

lingkungan Propinsi Jawa I'engah;
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Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 ¢

tang Pengurusan, Pertanggungjawaban gy, P;n.
gawasan Kcuangan Dacrah (LN Nomor 5 Tahun.
1975); !

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentan
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanj,
Dacrah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Dacra},
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatgy,
dan Belanja Dacrah (LN Nomor 6 Tahun 1975).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9
Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawa;
Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan
bagi Pegawai Pcrusahaan dan untuk Keperluan
Khusus scrta Operasi Pasar;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 22
Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan
Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah
Otonom;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun
1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelak-
sanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusun-
an Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun

1978 tentang Pclaksanaan Tuntutan Perben-
daharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan
Materiil Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun

1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang
Pemerintah Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun
1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi
Bendaharawan Daerah:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-097

tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi
Kcuangan Dacrah;
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12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595
tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Ad-
ministrasi Barang Dacrah,;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 970 - 893

tanggal 17 Desember 1981 tentang Manual Ad-
ministrasi Pendapatan Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun
1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

15. Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor:903-1316
Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan
Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:903-1319
tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan
Keputusan Menteri Dalam ™egeri Nomor : 903 - 603
Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269
Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan
Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Per-
hitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 379
Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah serta Petunjuk Tcknis Tata Usaha Keuangan
Daerabh;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri NOmor : 903 - 055
Tahun 1988 tentang Pengcelolaan Keuangan
Pemerintah Kota Administratip;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 056
Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempur-
naan Pos 2.2.2. Kepala Dacrah, menjadi Pos r
Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Dacraly;
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 . 057

Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentyk dan
Susunan Anggaran Pendapatan Dacrah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903 . 25,
tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bep,
tuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penctapay
Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sis,
Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputus.
an Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisas;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor : 903/401/1990 tanggal 11 Mei 1990
tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo Tahun Anggaran 1990/1991;

Keputusan Gubernus Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor : 903/168/1991 tanggal 19 Januari
1991 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1990/1991;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Sukoharjo Nomor : 21 Tahun 1990 tentang Penetap-
an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Sukoharjo Tahun Ang-
garan 1990/1991;

Peraturan Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat Il
Sukoharjo Nomor : 23 Tahun 1990 tentang
Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Sukoharjo Tahun Anggaran 1990/1991;

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Kabupaten Dacrah Tingkat 11 Sukoharjo tanggal 12
Oktober 1978 Nomor : 8/K/ DPRD/X/1978 tentang

) » - Ll e 1 H
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah Tingkat 1 Sukoharjo;
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Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD

Menetapkan

tanggal 30 Januari 1990 tentang Pedoman Penyusun-

an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 1990/1991.

. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo tanggal 28 dan 29 Juni 1991.

3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tanggal 2 Juli 1991.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

Jumlah Pencrimaan dan Pengeluaran Perhitungan Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran -
1990/1991 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan
Rp. 11.617.343.385,76
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
a. Rutin Rp. 4.254.940.273,95
B. Pembangunan Rp. 6.749.883.153,08

Rp. 11.004.823.427,03

3. Sisa Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja .
Daerah berlebih scjumlah ~ Rp.  612.519.958,73

Pasal 2

jumlah Pencrimaan dan Pengeluaran Perhitungan
Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/
1991 yaitu schagai berikut :
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a. Pendépatan :

- Pendapatan
b. Belanja:

- Rutin

- Pembangunan Rp.

Rp.2.572.568.5364
%

Rp. 2.054.698.693,98

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan
Perhitungan berlebih sejumlah

Pasal 3

Rp. 2.054.698.693 %

Rp. 516.869

\'8425“

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan A, "

Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kag dfﬁ Pran
hitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 terseby g a:‘r.
dimuat dalam Lampiran C I. 4

Ditetapkan di :
Pada tanggal

SUKOHARJO
2 Juli 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT |

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA

cap ttd

DJOKO WALUJO, BA

DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH
Tingkat I Jawa Tengah tgl. 20 September 1991
Nomor : 903/796/1991

GUBERN[{R KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

cap td

ISMAIL

SUKOHARJO

cap ttd
Drs. SETYAWAN SADONO

Diundangkan dalam lembaran Dactt

Kabupaten Daerah Tingkat 11 Sukoh*
Nomor : 16 Th. 1991, Seri D, Nod
Pada tanggal 26 September 19!

SEKRETARIS WILAYAl / DAERAM!

cap ud

Drs. 501-:1'_111’13
NIP. 500 031 518

Scanned with CamScanner



SISA PERHITUNGAN

25

Lampiran : C - |

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 1990/1991

BAB I PENDAPATAN

BAB 11 -
SISA PERIHITUNGAN ANGGARA

DAN BEILANJA DAERAT BERLEBI

PENDAPATAN
(1 SEJUMIAI

Rp. ll.6l7.343.58i,”o
Rp. Il.00~i.8.’5.4.!",9_5_

Rp.  612:519.958.73

_____‘___.—-—-_:""’_,_T-/—————_
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